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ABSTRAK

Mekel Agnes Chalis Ignatia , 2025. Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan
Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma . Skripsi
program studi sarjana Terapan akuntansi Perpajakan jurusan Akuntansi
Politeknik negeri Manado. Dibimbing oleh Pembimbing I Johanes H Tene, SE.,
MSA.,Ak.,CA dan Pembimbing II Ivoletti Merlina Walukow, SE.,MSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman dan
penerapan perlakuan akuntansi perpajakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. CV Charisma
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban dalam menghitung,
mencatat, menyetor, dan melaporkan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan
perlakuan akuntansi perpajakan terhadap PPN pada CV Charisma dan sejauh
mana perusahaan mematuhi ketentuan perpajakan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara,
observasi, serta dokumentasi terhadap faktur pajak, jurnal akuntansi, dan laporan
PPN selama masa pajak Maret–April 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Charisma telah melaksanakan
kewajiban perpajakan PPN secara umum dengan cukup baik. Namun, ditemukan
kekeliruan dalam pencatatan jurnal pembayaran PPN bulan April 2025, yaitu
kesalahan dalam memilih akun yang didebit yang dapat mempengaruhi akurasi
laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam proses
pencatatan akuntansi perpajakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi atas perlakuan akuntansi
PPN perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peneliti memberikan saran agar
perusahaan melakukan pelatihan rutin kepada staf keuangan, memperbaiki
sistem pencatatan jurnal pajak, dan memanfaatkan sistem akuntansi terintegrasi
untuk mengurangi risiko kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi
administratif dari otoritas pajak.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perlakuan Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai
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ABSTRACT
Mekel Agnes Chalis Ignatia, 2025. Analysis of Accounting Treatment for Taxation on

Value Added Tax Case Study of CV Charisma. Thesis for the bachelor's
degree program in Tax Accounting at the Accounting department of Manado
State Polytechnic. Supervised by Supervisor I Johanes H Tene, SE., MSA., Ak.,
CA and Supervisor II Ivoletti Merlina Walukow, SE., MSI.

This research is motivated by the importance of understanding and
implementing the proper accounting treatment of Value Added Tax (VAT) in
accordance with applicable tax regulations. CV Charisma, as a Taxable
Entrepreneur (PKP), has the obligation to calculate, record, remit, and report
VAT as regulated under Law Number 42 of 2009 and amended by Law Number 7
of 2021.

The objective of this study is to analyze how VAT accounting is
implemented at CV Charisma and to what extent the company complies with
current tax regulations. This research uses a descriptive qualitative method with
a case study approach. The data sources consist of both primary and secondary
data, obtained through interviews, observations, and documentation of tax
invoices, accounting journals, and VAT reports for the tax period of March–April
2025.

The research findings indicate that CV Charisma has generally fulfilled
its VAT obligations adequately. However, an error was found in the journal entry
for VAT payment in April 2025, where the incorrect account was debited, which
could affect the accuracy of the financial statements. This highlights the
importance of accuracy in accounting for taxation purposes.

The study concludes that regular evaluations of VAT accounting
treatment are necessary to improve the accuracy of records and ensure
compliance with applicable regulations. The researcher recommends that the
company conduct regular training for finance staff, improve its journal recording
procedures, and utilize integrated accounting systems to minimize errors that
could lead to administrative tax sanctions.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Value Added Tax Accounting
Treatment.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sektor perekonomian pajak memeliki peran penting, hal ini disebabkan

karena pajak memberikan konribusi yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara ( APBN ). Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh semua warga

negara baik perorangan maupun badan yang digunakan untuk kepentingan Negara

dalam menyejahterahkan masayarakat. Menurut (Putong et al., 2024) Pajak masih

menjadi andalan dalam penerimaan negara, dari struktur APBN 80% penerimaan negara

berasal dari pajak. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007) tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan

UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Nariswari et al., 2024)

pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipatuhi dan tunduk pada peraturan yang

mengikat Dimana setiap peraturan selalu menyertakan sanski administrasi yang dapat

dianggap sebagai penggunaan sumebr daya secara tidak efisien.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak yang tentunya saja hal ini dapat

menambah pendapatan negara dan dengan berbagai jenis pajak yang ada di

Indonesia ,salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai mempunyai peran penting dalam

perekonomian suatu negara salah sahtunya di negara Indonesia . PPN merupakan jenis

pajak tidak langusung. Menurut (Mulyani Sri, 2022) pajak tidak langsung artinya ada

perbedaan antara penanggung beban pajak yakni konsuen akhir, sedangkan yang

menyetorkan pajak adalah pengusaha kena pajak yang menjual barang atau jasa.

Dasar hukum yang mengatur tentang PPN dan PPNBM sudah mengalami

perubahan beberapa kali mulai dari Undang-Undang No 8 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang No 11 tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-

Undang No 18 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Menurut

(Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009) PPN adalah pungutannya dibebeankan atas

trasaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib
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pajak yang telah menjadi Penguaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Dasar pengenaan Pajak (DPP)

adalah jumlah harga pengganti ekspor impor dan nilai lain-lain yang dipakai sebagai

dasar menghitung pajak yang terutang.

CV Charisma Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki

pendapatan pertahun lebih dari 4,8 M. CV Charisma merupakan salah satu Perusahaan

swasta yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa,memiliki 48 jenis usaha

dengan Lokasi yang berbeda-beda serta management yang terpisah. CV Charisma

memiliki kewajiban dalam perpajakan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan

PPN. Transaksi setiap hari yang dilakukan oleh CV Charisma setiap harinya cukup besar.

CV Charisma wajib membuat faktur pajak untuk memungut PPN terutang yang berarti

pajak keluaran (OutputTax) pada saat menyerahkan BKP maupun JKP, konsumen akhir

memiliki kewajiban untuk membayar PPN dan CV Charisma berkawijiban untuk

memungut,menyetorkan dan melaporkan PPN. Kompleksitas implementasi PPN dalam

CV Charisma diantaranya perubahan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% sejak

April 2022, yang kemudian diubah dengan sistem kalkulasi Dasar Pengenaan Pajak

(DPP) menggunakan rumus 11/12 dari nilai jual sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 131 Tahun 2024, di mana hasil kalkulasi tersebut kemudian dikalikan dengan

12% untuk menentukan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar selain itu

dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan,penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan

perhitungan maupun pencatatan akuntansi.Akuntansi perpajakan bukan hanya proses

perhitungan antara Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Keluaran melainkan meliputi

pencatatan dan penyetoran dan pelaporannya. Dalam Perusahaan sering kali ditemukan

kesalahan atau kekeliruan dalam hal tersebut, bahkan tidak mungkin apabila perusahaan

belum mengikuti UU PPN yang berlaku mengingat UU PPN sudah mengalami beberapa

kali perubahan. Masalah yang ditemukan dalam CV Charisma yaitu dalam pencatatan

jurnal akuntansi PPN, Khususnya pada jurnal PPN terutang dimana sering terjadi

ketidaksesuaian antara jumlah PPN yang terutang dengan yang dicatat dalam

pembukuan. pencatatan yang tidak tepat dalam buku akuntansi dapat mengakibatkan

laporan keuangan yang tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini

berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaporan pajak, mengganggu analisis kinerja
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perusahaan, serta meningkatkan risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak.Terdapat

beberapa penelitian terdahulu tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut (Soeparno Koes et al., 2022) perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN

pada PT Novapharin sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

umum yaitu UU No 42 Tahun 2009. Menurut (Lulage et al., 2023) perhitungan ppn PT

Sinar Pure sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No 42 Tahun 2009.

Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan temuan (Anggraeni et al., 2023) dalam

penelitian terdahulu, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT XYZ belum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena adanya

sebagian besar masa pajak yang terlambat penyetoran dan pelaporan PPN SPT Masa

PPN sehinggan akan dikenakan denda.Penelitian selanjutnya (Setiawati Dwi Isnaeni,

2021) mengatakan perhitungan ,penyetoran dan pelaporan PPN pada CV Sinar Logam

terdapat kekeliruan perhitungan dan dalam penerapan PPN terutang ketika terjadi suatu

transaksi jual beli BKP yang menghasilkan PPN kurang bayar atau lebih bayar pada

setiap akhir masa pajak belum sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada CV Charisma dan ketidak

koonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian

berkaitan dengan judul “ Analisis Perlakuan Akutansi Pajak Terhadap Pajak

Pertambahan Nilai Studi Kasus CV Charisma”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah

pokok penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai

studi kasus CV.Charisma?

1.3Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai studi kasus CV Charisma .
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk peneliti dalam menerapkan ilmu yang

didapatkan pada saat mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi Perusahaan sebagai suatu masukan

yang baik dan positif dalam merumuskan kebijakan – kebijakan perpajakan yang

berhubungan dengan pelaksanaan sistem penmungutan pajak yang diterapkan dengan

cara menghitung PPN ,menyetor PPN dan melapor PPN sesuai dengan Undang –

Undang yang berlaku.

3. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai tambahan literatur

maupun referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1Kajian Teori

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Adrian Sutedi, 2020) , pajak merupakan kontribusi yang wajib

dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (dalam wilayah

pabean) baik atas barang maupun jasa. Pada umumnya PPN digunakan sebagai pajak

penjualan bagi pabean Indonesia, sehingga PPN pada dasarnya meliputi penyerahan

semua barang dan jasa. Namun, barang dan jasa tertentu dikenakan PPN karena alasan

sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mendukung dan meningkatkan

kegiatan ekonomi dan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang juga dikenal dalam bahasa Inggris

sebagai Goods and Services Tax (GST) (Hutasoit & Siregar, 2024) . PPN adalah salah

satu sumber penerimaan negara yang penting, PPN menggantikan pajak penjualan

yang sebelumya diterapkan. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi

jual beli barang dan jasa kena pajak yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau

badan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP . PPN bersifat tidak langsung karena

beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen melalui harga jual barang dan jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut akan disetorkan ke Kas Negara. Sistem

pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assesment yaitu masyarakat

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat self

assesment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode

pengkreditan atau pembayaran. Jadi pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau

lebih bayar dihitung sendiri dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap

Pajak Keluaran.

Berdasarkan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 PPN didefinisikan sebagai

pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak

(JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) atau

pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan.
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2.1.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan nilai

Dasar Hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 Undang-Undang

ini semula akan berlaku mulai tgl. 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20

disebutkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan Undang Undang

Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1

Tahun 1984 berlakunya Undang Undang ini ditunda sampai dengan selambat-

lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun

1985. Undang undang mulai berlaku 1 April 1985.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengacu pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah beberapa kali diubah

Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan,yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam rancanagan Undang-Undang HPP No.7

Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN ( Pajak Pertambahan Nilai)

resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPNsebelumnya hanya

mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan

tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP

(Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap

mulai 11%dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN

berdasarkan Undang-UndangPPNadalah sebesar 15%.Terkait pemberlakuan dan

implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan

2.1.3 Subjek PPN

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013) Subjek

PPN adalah pengusaha yang memiliki penghasilan dalam satu tahun lebih dari Rp

4.800.000.000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah

pengusaha yang telah memenuhi syarat omzet di atas Rp 4.800.000.000 dalam satu

tahun. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan

atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan untuk :

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
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c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar

dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah yang terutang.

d. Melaporkan perhitungan pajak

Sebagai subjek PPN, pengusaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan, termasuk melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) yang terutang, serta menyetorkan pajak yang masih harus dibayar.

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengusaha berkontribusi secara adil

terhadap pendapatan negara dan menjaga integritas sistem perpajakan...

2.1.4 Objek PPN

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPN Pajak Pertambahan Nilai dikenakan :

a) Penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha harus

memnuhi beberapa syarat diantaranya barang berwujud yang diserahkan merupakan

BKP, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak

berwujud,penyerahan dilakukan didalam daerah pabean dan penyerahan dalam rangka

kegiatan usaha dan pekerjaan.

b) Impor BKP, Pemungutan PPN atas impor BKP dalam pemungutan pajak

dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai otoritas yang bertanggung

jawab dalam pengawasan dan pengelolaan barang yang bertanggung jawab dalam

pengawasan dan pengelolaan barang yang masuk kedalam wilayah pabean.

c) Penyerahan JKP didalam daerah pabean menyatakan bahwa untuk memenuhi

kewajiban perpajakan, penyeraha jasa harus memenuhi beberapa syarat yaitu

penyerahan JKP harus dilakukan dalam daerah pabean dan penyerahan JKP harus

terkait dengan kegiatan usaha yang sah.

d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari dalam dan luar daerah pabean.

Pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud yang telah memenuhi kriteria sebagai

BKP harus dikenakan PPN baik dari dalam daerah pabean maupun luar daerah pabean.

e) Ekspor BKP oleh PKP, ekspor BKP merupakan transaksi yang tidak dikenakan

Pajak Pertambahan Nilai didalam negeeri, dengan tujuan untu medukung daya saiang

produk Indonesia di pasar internasional.

Setiap jenis transaksi yang termasuk dalam objek PPN ini memiliki syarat dan
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ketentuan yang harus dipatuhi untuk memastikan pemungutan PPN dilakukan secara

akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang

mendalam mengenai objek PPN sangat penting bagi pengusaha dalam memenuhi

kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pemahaman ini juga berkontribusi pada

terciptanya transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2.1.5 Faktur Pajak

Kewajiban pembuatan faktur pajak adalah refleksi dari kewajiban memungut

pajak yang terutang sebagaimana telah ditentukan pada pasal 3A ayat 1 UU PPN.

Faktur Pajak merupakan bukti dari pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang

melakukan penyerahan BKP atau JKP .Faktur pajak dibuat saat terjadi transaksi jual

beli BKP atau JKP , saat penyerahan BKP atau JKP,Saat penerimaan pembayaran

dalam hal penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerhan BKP atau JKP

dan saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan tahap kerja dan untuk

faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP atau

JKP.

Adapun sanksi yang dikenakan pada pengusaha kena pajak jika yang

seharusnya melaporkan tetapi tidak segera membuat faktur pajak dan melebihi

waktu pelaporan yang ditentukan, tidak melakukan pengisian data untuk faktur

pajak dengan benar dan melaporkan faktur pajak secara fiktif atau tidak sesuai

dengan apa yang terjadi. Dengan itu pengusaha kena pajaktersebut akan dikenakan

dendaoleh pihak DJP sebesar2% dari DPPnya.

2.1.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) , Tarif PPN Pajak Pertambahan Nilai

yaitu :

1. Sebesar 11% ( sebelasa persen ) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

2. Sebesae 12%(12 persen ) yang mulai berlaku paling lambat 1 januari 2025. Ayat 2

menyebutkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% ( nol persen) diterapkan atas :

a. Ekspor barang kena pajak berwujud

b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud

c. Ekspor jasa kena pajak
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Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada ayat ke 1 pasal 7 dapat diubah paling

rendah 5% ( lima persen ) dan paling tingggi 15% ( lima belas persen ) dengan

Peraturan Pemerintah setelah disampaikannya oleh Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam

penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara.

2.1.7 Perhitungan PPN

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 7 Tahun 2021, perhitungan besaran PPN yang harus

dibayarkan dilakukan melalui proses pengalian antara tarif PPN yang berlaku dengan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP sendiri merupakan nilai yang menjadi dasar

dalam menghitung pajak dan dapat berupa berbagai komponen, seperti harga jual

suatu barang, penggantian atas suatu jasa, nilai impor barang dari luar negeri, nilai

ekspor barang ke luar negeri, maupun nilai-nilai lain yang ditentukan sesuai

peraturan perpajakan. Dengan kata lain, jumlah PPN yang terutang bergantung pada

tarif resmi PPN yang telah ditetapkan pemerintah dan dikalikan dengan besaran nilai

transaksi atau kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem pemungutan PPN di Indonesia bersifat proporsional terhadap nilai

ekonomis dari objek pajak tersebut, sehingga semakin besar nilai transaksinya, maka

semakin besar pula PPN yang harus dibayar.

Perhitungn Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan 3 metode Menurut

(Nariswari et al., 2024) yaitu :

1. Metode Pengurangan Secara Langsung (Subtraction Method) PPN dihitung

dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih dari antara harga jual dan harga

beli,

2. Metode Pengurangan secara TidakLangsung / Kredit / Fktur (Inderect /

Subtraction / Credit / Invoice Method) PPN dihitung dengan cara mengurangkan

PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa dari penyerahan barang atau

jasa dengan pembayaran PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa

lain atas perolehan barang dan jasa.

3. Metode Perhitungan Nilai Tambah (Addition Method )

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur –

unsur nilai tambah.
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2.1.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang- Undang No 42 Tahun 2009 yang berkewajiban untuk

melaporkan dan menghitung jumlah PPN dan PPnBM yang terutang adalah

Pengusaha Kena Pajak. Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena

Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau

melakukan ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor

JKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Pelaporan SPT Masa paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa

pajak berakhir. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN mengakibatkan

dikenakannya sanski administrasi. Pelaporan SPT masa PPN Pengusaha yang telah

ditetapkan sebagai PKP wajib melaporkan dan menghitung jumlah pajak

pertambahan nilai(PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

terlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan sanksi administrasi berupa

denda. Besaran denda ini diatur dalam UU KUP. Untuk SPT Masa PPN, denda

keterlambatan pelaporan adalah Rp 500.000,00. Sanksi administrasi bertujuan untuk

mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

termasuk pelaporan tepat waktu. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat

mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Mencegah pengenaan denda dan

sanksi administrasi lainnya.

2.1.9 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Yang wajib membayar atau menyetor dan melapor PPN/PPnBM adalah

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemungut PPM/PPnBM sebagai berikut :

a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

c. Pertamina

d. BUMN/BUMD

e. Bank Pemerintah

f. Bank Pembangunan Daerah

g. Perusahaan

Menurut Pasal 9 Undang – Undang No 42 Tahun 2009 ,peyetoran PPN

dilakukan berdasarkan perhitungan PPN terutang yang merupakan PPN keluaran dan
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PPN masukan, selisih PPN keluaran dan PPN masukan adalah jumlah PPN yang

harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran PPN adalah kewajiban hukum bagi PKP

yang harus dilaksanakan dengan baik,benar dan tepat waktu jika terjadi

keterlambataan penyetoraan maka akan dikenakan sanski administrasi berupa denda

sebesar 2% perbulan.

2.1.10 Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan data akuntansi

berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku, yang berfungsi

sebagai dasar bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Akuntansi pajak berfokus pada perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan

menjadi dasar untuk penyusunan Surat Pemberitahuan, serta sebagai pertimbangan

atas konsekuensi yang timbul dari transaksi atau kegiatan perusahaan. Perlakuan

akuntansi pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencakup pengakuan,

pengukuran,pencatatan, dan pelaporan PPN dalam laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PPN didefinisikan sebagai pajak

yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau

pengusaha yang seharusnya terdaftar sebagai PKP tetapi belum melakukannya. Dalam

akuntansi PPN, terdapat dua jenis yaitu PPN Keluaran dan PPN Masukan. Beberapa

aspek yang perlu diperhatikan dalam Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Pengakuan

Pengukuran PPN dalam akuntansi dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi

berbasis akrual, yaitu saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan ketika kas diterima atau

dibayarkan. Dalam konteks PPN, pengakuan dilakukan saat terjadi penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau saat faktur pajak diterbitkan,

tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Pengakuan ini penting untuk memastikan

bahwa pendapatan dan kewajiban perpajakan dicatat pada periode yang tepat,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan nilai moneter suatu transaksi ekonomi

agar dapat dicatat dalam laporan keuangan. Untuk PPN, pengukuran bertujuan

menentukan besarnya pajak yang harus dicatat sebagai kewajiban (PPN keluaran) atau
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hak untuk dikreditkan (PPN masukan) berdasarkan transaksi. Dalam praktiknya, PPN

diukur berdasarkan tarif yang berlaku dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. Pencatatan

Dalam akuntansi perpajakan, pencatatan merupakan proses penting yang

mendasari pelaporan keuangan dan perpajakan yang akurat. Dalam konteks Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM,

serta pembaruannya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap Pengusaha

Kena Pajak (PKP) wajib mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan perolehan

dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dalam

periode yang relevan. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi berbasis

akrual yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), di mana

transaksi harus dicatat pada saat terjadinya, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan.

a. Pencatatan Saat Terjadi Pembelian BKP/JKP

PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP disebut sebagai PPN Masukan.

Jumlah ini dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran, selama memenuhi persyaratan

tertentu. Dalam akuntansi, pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Keterangan Debit Kredit

Persediaan/Barang/Jasa xxx

PPN Masukan xxx

Kas/Utang Usaha xxx

PPN Masukan dicatat sebagai aset yang akan digunakan sebagai pengurang saat

menghitung PPN terutang.

b. Pencatatan Saat Terjadi Penjualan BKP/JKP

PPN yang dipungut dari pembeli atas penyerahan BKP/JKP disebut sebagai PPN

Keluaran. Dalam pencatatan, PPN Keluaran dianggap sebagai kewajiban yang harus

disetorkan ke negara.

Keterangan Debit Kredit

Piutang Usaha/Kas xxx

Penjualan xxx
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PPN Keluaran xxx

Pencatatan dilakukan pada saat penyerahan barang/jasa atau saat diterbitkan

faktur pajak, mana yang terjadi lebih dahulu berdasarkan Pasal 11 UU PPN dan

ketentuan PSAK

c. Pencatatan Pembayaran PPN Terutang

Pada akhir masa pajak, PPN Keluaran akan dikompensasikan dengan PPN

Masukan. Jika PPN Keluaran > PPN Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang

harus disetor ke kas negara. Pembayaran ini dicatat dengan mendebit akun hutang

pajak, bukan langsung akun PPN Keluaran.

Keterangan Debit Kredit

Hutang Pajak Xxx

Kas Xxx

Jika sebaliknya, PPN Masukan lebih besar, maka akan muncul PPN Lebih Bayar,

yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikut atau dimintakan

restitusi.Pencatatan yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan

perpajakan sangat penting karena akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan

serta kepatuhan pajak. Kesalahan dalam pencatatan PPN dapat menyebabkan laporan

keuangan yang tidak akurat, sanksi administrasi, serta pemeriksaan pajak dari

Direktorat Jenderal Pajak.

4. Penyajian

PPN dilaporkan dalam keuangan khususnya pada laporan laba rugi dan

neraca .Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang

tingkat keberhasilan/kerugian perusahaan dalam perushaan dalam satu periode tertentu,

sedangkan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukan informasi tentang

aktiva, kewajiban dan modal 1 periode tertentu. Penyajian laporan keuangan di atur

dalam PSAK no 1 yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, entitas yang berguna bagi sebagian besar

pengguna laporan keuangan. Terutangnya PPN Menurut Akuntansi yaitu pada saat

penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan ditrima pembayarannya

Menurut UU Perpajakan terutangna PPN sama dengan Akuntansi yaitu pada saat

penyerahan BKP/JKP sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari
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penjualan tersebut maka terutannya PPN secara Administratif adalah pada saat

pembayaran uang muka dan diterbtkan faktur pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No Nama

Peneliti

Topik

Penelitian

Tujuan

Penelitian

Metode yang

digunakan

Hasil

Penelitian

1 Koes

Parno,

Ayu

Adayani

dan oshi

Trias

Pratiwi

(2022)

Membahas

analisis

penerapan

Pajak

Pertambahan

Nilai(PPN)

atas

transaksi

penjualan

Barang Kena

Pajak pada

PT Nova

Praharin

Bertujuan

untuk

menganalisis

dan

menjelaskan

penerapan PPN

mulai dari

perhitungan ,pe

ncatatan,

penyetoran dan

pelaporan Pajak

Perambahan

Nilai

Perusahaan

sesaui dengan

peraturan UU

Perpajakan

yang berlaku

Analisis data yang

dilakukan

menggunkan

pendekatan

deskriptif kualitatif

dan kuantitatif

Menunjukan bahwa

penerapan PPN pada

PT. Novapharin

dalam hal

perhitungan,

penyetoran dan

pelaporan sudah

banyak yangsesuai

dengan UU

Perpajakan yang

berlaku umum yaitu

Undang– Undang No

42 Tahun 2009

tentang Pajak

Pertambahan

Nilai(PPN) dan Pajak

Penjualan atas barang
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penyetoran serta

pelaporan SPT Masa

PPN selalu tepat

waktu dan tidak

pernah mengalami

keterlambatan

2 Dwi

Isnaeni

Setiawati

(2021)

Analaisis

Penerapan

Perhitungn

Penyetoran

dan

Pelaporan

Pajak

Pertambahan

Nilai(PPN)

Untuk

mengetahui

apakah

penerpan

perhitungan,

penyetoran dan

pelaporan PPN

pada CV Sinar

logaam sudah

sesuai dengan

UU Perpajakan

yang NO. 42

Metode analisis

yang digunakan

dalam penelitianini

adalah metode

analisis deskriptif

kualitatif dan

kuantitatif

Hasil peneitian ini

menunjukkan bahwa

penerapan

perhitungan,

penyetoran dan

pelaporan PPN yang

dilakukan CV Sinar

Logaam belum sesuai

dengan UU

Perpajakan yang

disebaabkan beberapa

faktor penghambat

3 Selci

Lulage,

Dhulo

Afandi

dan

Syermi

S.E

Mintalagi

(2023)

Analisis

Perhitungan

Pajak

Pertambahan

Nilai Pada

PT Sinar

Pure

Internasioaal

Bitung

Mengetahui

bahwa

perhitungan

Pajak

Pertambahan

Nilai yang

dilakukan

olehPT sinar

Pure Foods

International.

Metode analisis

yang digunakan

dalam penelitian ini

adalah metode

analisis deskriptif

kualitatif

Menunjukan bahwa

perhitungan PPN

sudah sesuai dengan

peraturan yang

berlakuyaitu Undang-

Undang Nomor 42

Tahun 2009.
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CV CHARISMA

Perlakuan Akuntansi Perpajakan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Hasil/Kesimpulan

2.3 Keangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Perhitungan,Penyetoran dan
Pelaporan PPNYang diterapkan

oleh Perusahaan

Perhitungan, Pencatatan
Penyetoran dan Pelaporan PPN
Yang Diterapkan Oleh Perusahaan

Analisis dan Implementasi

Perhitungan,Penyetoran dan Pelaporan PPN
Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009&

UU No 7 Tahun 2021
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV

Charisma menggunakan metode kualitatif dipilih karena dengan menggunakan

metode ini bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik perpajakan

yang diterapkan oleh perusahaan serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam

pengelolaan PPN. Menurut penelitian kualitatif deskriftif atau menggambarkan

terhadap suatu penelitian yang dilakukan dan sangat banyak diminati meskipun

disisi lain ada yang merasakan sulit dalam penelitian ini. Menurut (Roosinda Fitria

Widiyani et al., 2021) Dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi,

wawancara, serta dokumentasi kegiatan penelitian .

3.2Tempat DanWaktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV CHARISMA yang berlokasi di Kota Bitung

Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dengan rentan waktu Maret 2025- Mei 2025

dalam masa waktu ini memngkinkan penulis untuk melakukan penelitan dan

pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang

merupakan data yang diperoleh dari perusahaan. Sumber data yang digunakan:

a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau

sudah ada seperti Laporan Keuangan, Faktur Pajak, Rekapan Pajak Keluaran,

Struktur Organisasi, Profil Perusahaan.

b. Data sekunder yaitu data berupa wawancara yaitu informasi tentang bagaimana

perlakuan akuntansi perpajakan terhadap pajak pertambahan nilai..

3.4Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan dua Teknik pengumpulan data yang

pertama Penelitian Lapangan (Field Reasearch) yaitu peneliti terlibat langsung
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dilapagan dalam pengumpulan data, dan infrmasi dengan melakukan tiga teknik

pengumpulan data yaitu :

1. Observasi dengan cara melihat dan mengamati objek penelitian dimana peneliti

berinterkasi secara langsung dengan CV CHARISMA.

2. Interview dengan cara wawancara langsung dengan para staff karyawan atau

yang berhubungan objek atau masalah yang diteliti di CV CHARISMA.

3. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dari sumber – sumber tertulis yang

relavan seperti laporan dan dokumen resmi yang dapat di analisis oleh peneliti

untuk menunjang penelitian .

3.5TeknikAnalisis Pengumpulan Data

Data yang ang diperoleh dari wawancara,dokumentasi dan observasi akan

dioleh secara kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas

mengenai Pelakuan Akuntnasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pajak

Pertambahan Nilai yang diterapkan di CV Charisma. Proses analisis ini dimulai dari

pengolahan data kualitatif, selanjutnya dalam tahap analisis wawancara, melalui

wawancara diperoleh data tentang faktur pajak, perhitungan, pencatatan, penyetoran

dan pelaporan PPN kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang

akurat dengan menggunakan tekinik analisis naratif dan dari data observasi dan

dokumentasi dicatat kemudian di analisis untuk mengevaluasi praktik lapangan

dengan teori perpajakan yang berlaku. Untuk memastikan keakuratan data

diterapkan metode triangulasi data dengan ini hasil analisis menjadi konsisten dan

dapat di pertanggungjawabkan. Hasil analisis akan disusun dalam bentuk laporan

seperti diskusi, temuan-temuan serta akan akan memanfaatkan tabel untuk

memvisualisasikan data yang relavan. Teknik Pengumpulan Data Dapat dilihat pada

bagan dibawah ini :
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Gambar 3. 1 Teknik Analisis Pengumpulan Data

Teknik Analisis Pengumpulan Data

Pengolahan Data Kualitatif

( Wawancaara Dokumentasi dan
Observasi )

Analisis Wawancara

(Teknik Analisis Naratif)

Analisis Observasi &
Dokumentasi ( Evalusia

Praktik Lapangan dan Teori)

Triangulasi Data

( Memastastikan
Keakuratan Data )

Penyususan Laporan ( Diskusi Temuan serta visiualisi data )



20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

CV Charisma didirikan pada tanggal 2 agustus 2010,didirikan oleh Tuan Yosef

Katopo sebagai direktur dan Tuan Joppi Tumbel sebagai Komisaris. Perusahaan ini

bergerak dibidang pegadaan barang dan jasa. ,memiliki 48 jenis usaha dengan

Lokasi yang berbeda-beda serta management yang terpisah.

Dasar pendirian ini tertuang dalam Akta Notaris Nasrun Koto, Sarjana Hukum,

Magister Hukum Notaris di Kota Bitung Nomor 12 pada tanggal 28-11-2019 dan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Persroan Komanditer CV Perusahaan ini memiliki

beberapa kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Pertanian Jagung

2. Pertanian kedelai

3. Pertanian Aneka Kacang Hlotikultura

4. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropic

5. Pertanian buah jerul

6. Pertanian Cabai

7. Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang

8. Pertanian Tanaman Rempah-remppah, Arimatik

9. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong

10. Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen

11. Pembesaran Ikan Air Tawar Dikolam

12. Pertambangan Batu Bara

13. Pertambangan Minyal Bumi

14. Pertambangan Emas dan Perak

15. Pertambagan Bijih Logam Mulia Lainnya

16. Industri Pengasapan /Pemanggangan Ikan

17. Industri Tempe Kedelai

18. Industri Tahu Kedelai

19. Industri Pati Ubi kayu
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20. Industi Penggergaajian Kau

21. Industri Furnitur Dari Ban

22. Rpearasi Mesin

23. Pengumpulan Air Lembah Berbahaya

24. Pengumpulan Air Lembah Tidak Berbahaya

25. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya

26. Kostruksi Jaringan Irigasi

27. Konsruksi Bngunan Prasarana Sumber Daya Air

28. Instalasi Lisstrik

29. Pengerjaan Atap/Roof covering

30. Perdagangan Eceran Mobil Bekas

31. Reparasi Mobil

32. Perdagangan Besar Hasin Kehutanan Dan Perkebunan

33. Perdagangan Besar Pakaina

34. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga

35. Perdangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan

36. Perdaganan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi

37. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

38. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija

39. Perdagangan Eceran Tekstil

40. Angkutan Dara Untuk Barang

41. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum

42. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu ( Even Catering)

43. Penyediaan Makanan Lainnya

44. Penyediaan Minuman

45. Jasa Jual Kembali Akses Internet

46. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja

47. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu

48. Aktivitas Penediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
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Gambar 4. 1 Logo Perusahaan

Sumber : CV Charisma

Visi

Menjadi perusahaan terkemuka karena inovasi, kualitas, dan keandalan, serta

berkomitmen untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan dan

masyarakat.

Misi

 Menyediakan layanan pengadaan yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

 Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan

mitra bisnis melalui komunikasi yang transparan dan kolaboratif.

 Berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dan tanggung jawab

sosial dalam setiap aspek operasional perusahaan.

 Mengembangkan dan memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan

kesempatan belajar yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat berkontribusi

secara maksimal terhadap kesuksesan perusahaan.



23

4.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4. 2 Struktur Perusahaan

Sumber : CV Charisma

4.1.3 Pembagian Tugas

1. Direktur

Sebagai Pemegang jabatan tertinggi, direktur memiliki tugas dan tanggung

jawab atas kemajuan persroan berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan dan

menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi

DIREKTUR

BAGIAN 
KEUANGAN 

STAF 
ADMIISTRAS

I DAN 
KEUANGAN

BAGIAN 
OPRASIONAL 

DAN LOGISTIK 
PEGAWAI 

LAPANGAN

KOMISARIS 
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2. Komisaris

Bertanggung jawab untuk mengawasi oprasional termasuk setiap Keputusan

dan Tindakan yang diambil oleh direktur.

3. Bagian Keuangan

Bertangung jawab dalam membuat anggaran yang dibutuhkan Perseroan

menghitung dan membuat estimasi volume pekerjaan untuk setiap proyek

pekerjaan yang dikerjakan dan mengawasi setiap dana masuk dan keluar

4. Staf administrasi dan Keuangan

Memasitikan kelancaran kegiatan administrasi keuangan Perseroan

5. Bagian Operasional dan Logistik

Memastikan kelancaran kegiatan Perusahaan,koordianasi pegawai

ketersediaan logistik yang diperlukan dalam proyek pekerjaan

6. Pegawai Lapangan

Bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek yang telah disepakati dan

bertanggungjawab dalam pemakaian bahan baku

4.2 PerlakuanAkuntansi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus

CV Charisma

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) di CV Charisma

mencakup siklus akuntansi PPN mulai dari pengakuan ,pengukuran, pencatatan

hingga penyajian dan pengungkapannya dalam lapoan keuangan. Data yang

digunakan untuk penelitian ini adalah data tahun 2025 masa pajak Maret-April 2025 ,

serta mengacu pada ketentuan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 dan UU No 7

Tahun 2021Serta Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum .

4.2.1 Pengakuan ,Pengukuran dan Pencatatan terhadap transaksi penjualan

Pengakuan PPN keluaran di akui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) atau Jasa Kena Pajak ( JKP) oleh CV Charisma kepada pelanggan.

Berdasarkan data yang digunakan selama masa pajak Februari sampai dengan

April CV Charisma tidak memiliki transaksi pembelian BKP/JKP yang akan

menimbulkan Pajak Masukan oleh karena itu penelitan ini berfokus pada Pajak

Keluaran
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Pada bulan Maret 2025, CV Charisma mencatat jasa kompensasi sebagai
berikut:

Gambar 4. 3 Invoce Bulan Maret

Sumber : CV Charisma

Berdasarkan gambar yang tertera, CV Charisma menyediakan jasa penyedia
tenaga kerja untuk PT DNX Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp 828.622 .
Jasa penyedia tenaga kerja tersebut dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP)
menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengacu pada
Pasal 4A UU PPN,. Dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
CV Charisma memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak atas penyerahan
layanan pemeliharaan tabung gas tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
UU PPN yang mengatur bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan JKP.

a. Perhitungan
Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diambil dari Faktur Pajak

Keluaran. Berikut ini dapat disajikan bukti, berupa Faktur Pajak Keluaran Bulan
Maret , sebagai bukti Perhitungan PPN CV Charisma
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Gambar 4. 4 Faktur Pajak Bulan Maret

Sumber : CV Charisma 2025

Dilihat dari Faktur Pajak yang disertakan di atas, Berikut ini adalah Perhitungan

PPN Keluaran pada bulan Maret :
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Tabel 4. 1 Perhitungan PPNMaret

Kompensasi 2 karyawan berakhir
kontrak bulan februari

Management Fee (JKP)

Harga Jual

DPP nilai lain

PPN dari DPP 11%

PPN dari DPP Nilai Lain 12%

= 710.349

= 710.349 x 15%

=106,562

= 710.349 +106,562+11,721

=828.622

=11/12 X 106 .552

= 97.675

=DPP x 11

=106.552 x 11%

=11.721

=DPP nilai lain x 12%

= 97.675 x 12%

= 11.721

Sumber : CV Charisma 2025

b. Pencatatan

Tabel 4. 2 Jurnal Penjualan Secra Tunai Bulan Maret

Keterangan Debet Kredit

Kas/Bank 828.622

Pendapatan Jasa Rp 816.901

Pajak Keluaran Rp 11.721

Sumber : CV Charisma 2025
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Pada bulan April 2025, CV Charisma mencatat jasa kompensasi sebagai berikut

sebagai

Gambar 4. 5 Invoce Bulan 1April 2025

Sumber : CV Charisma 2025

Berdasarkan gambar yang tertera, CV Charisma menyediakan jasa penyedia

tenaga kerja untuk PT DNX Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp 4.459.084

a. Perhitungan

Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diambil dari Faktur Pajak
Keluaran. Berikut ini dapat disajikan bukti, berupa Faktur Pajak Keluaran 1 April
2025 sebagai bukti Perhitungan PPN CV Charisma :
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Gambar 4. 6 Faktur Pajak Keluaran 1April 2025

Sumber : CV Charisma 2025

Dilihat dari Faktur Pajak yang disertakan di atas, Berikut ini adalah Perhitungan

PPN Keluaran pada 1 April 2025 :
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Tabel 4. 3 Perhitungan PPN Bulan April

Kompensasi 2 karyawan berakhir
kontrak bulan februari

Management Fee (JKP)

Harga Jual

DPP nilai lain

PPN dari DPP 11%

PPN dari DPP Nilai Lain 12%

= 3.822.618

= 3.822.618 x 15%

=573.393

= 3.822.618+573.393+63.073

=4.459.084

=11/12 X 573.393

= 525.808

=DPP x 11%

=573.393x 11%

=63.073

= DPP Nilai lain x 12%

= 525.808 x 12%

= 63.073

Sumber : CV Charisma 2025
b. Pencatatan

Tabel 4. 4 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1April 2025

Keterangan Debet Kredit

Kas/Bank Rp 4.459.084

Pedapatan Jasa Rp 4.396.001

Pajak Keluaran Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

4.2.2 Perhitungan PPN Terutang

Setelah CV Charisma melakukan perhitungan PPN Keluaran, Selanjutnya

Perusahaan melakukan perhitungan pajak terutang
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Tabel 4. 5 Data PPN Kurang Bayar Maret - April 2025

Bulan Pajak

Keluaran

(Rp)

PPN Masukan

(Rp)

Total(Rp)

Maret Rp 11.721 Rp- Rp 11.721

April Rp 63.073 Rp - Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 maka perincian PPN Kurang Bayar CV Charisma tahun

2025 sebagai berikut .

1. Bulan Maret 2025, Perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 11.721 dengan

perhitungan sebagai berikut.

a. Perhitungan

PPN Keluaran = Rp 11.721

PPN Masukan = Rp 0

PPN Kurang Bayar = Rp 11.721

b. Setelah melakukan perhitungan Perusahaan melakukan pencatatan jurnal PPN

terutang. Bisa dilihat dari Tabel 4.5 Bahwa pada bulan Maret Perusahaan

mengalami kurang bayar yang harus disetorkan kekas negara.

Tabel 4. 6 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret

Keterangan Debit Kredit

PPN Keluaran Rp 11.721

Hutang Pajak Rp 11.721

Kas/Bank Rp 11.721

Sumber: CV Charisma (2025)
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2.. Bulan April 2025, Perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp Rp 63.073

dengan perhitungan jurnal sebagai berikut.

a. Perhitungan

PPN Keluaran = Rp Rp 63.073

PPN Masukan = Rp 0

PPN Kurang Bayar = Rp Rp 63.073

b. Setelah melakukan perhitungan Perusahaan melakukan pencatatan jurnal PPN

terutang. bisa dilihat dari Tabel 4.5 Bahwa pada bulan Maret perusahaan mengalami

kurang bayar yang harus disetorkan kekas negara. Sehingga jurnal yang dicatat oleh

Perusahaan adalah PPN Keluaran berkurang disebalah debit dan PPN masukan

disebelah Kredit dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4. 7 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan April

Keterangan Debit Kredit

PPN Keluaran Rp 63.073

Hutang Pajak Rp 63.073

Kas/Bank Rp 63.073

Sumber: CV Charisma 2025

Pada CV Charisma jika terjadi kurang bayar PPN pada akhir periode

akuntansi maka akan disajikaan dalam laporan keuangan neraca sebagai utang pajak

sebaliknya bila terjadi lebih bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka disajikan

pada neraca sebagai aktiva lancar dengan akun pajak dibayar dimuka.
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Tabel 4. 8Neraca CV Charisma

Sumber : Data Olahan (2025) berdasarkan laporan keuangan CV Charisma

Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat dijelaskan jumlah PPN terutang CV

Charisma selama bulan Maret sampai dengan April 2025 adalah sebesar Rp 74.794

NERACA
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan Dalam Rupiah)
ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas Xxx
Piutang Usaha Xxx
Persediaan Xxx
Pajak dibayar dimuka Xxx
Aset lancar lainnya Xxx

JUMLAH ASET LANCAR Xxx
ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR Xxx
JUMLAH ASET Xxx

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha Xxx
Utang pihak Istimewa Xxx
Utang uang muka Xxx
Utang pajak Rp 74.794

JUMLAH LIABILITAS JANGKA
PENDEK Rp 74.794
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Xxx
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG Xxx
JUMLAH LIABILITAS Rp 74.794
EKUITAS

Modal Saham Xxx
Tambahan Modal

DIsetor Xxx
JUMLAH EKUITAS Xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS Rp 74.794
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Jumlah tersebut disajikan dalam laporan keuangan khususnya neraca dengan akun

utang pajak, karena PPN terutang mengalami kurang bayar.

4.2.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setelah menghitung Kurang Bayar PPN , CV Charisma Memiliki kewajiban

yaitu adalah menyetor Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Tabel 4. 9 Penyetoran
PPN CV Charisma 2025

Sumber : Data olahan (2025)

Berdasarkan Tabel diatas penyetoran PPN Pada bulan Maret 2025 perusahaan

melakukan penyetoran pada tanggal 13/4/2025 dengan jumlah Rp 11.721.Pada bulan

April perusahaan melakukan penyetroan pada tanggal 7/5/2025 dengan jumlah Rp

63.073

4.2.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 4. 10 Pelaporan PPN CV Charisma 2025

Bulan Tanggal Pelaporan Kurang Bayar/

Lebih Bayar(Rp)

Maret 17/4/2025 Rp 11.721

April 10/5/2025 Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Berdasarkan tabel 4.10 Bulan Maret perusahaan melaporakan PPN pada

tanggal 17 dengan status Kurang Bayar dan pada bulan April perusahaan melaporkan

PPN pada tanggal 10 dengan status Kurang bayar.

Bulan Tanggal Kurang Bayar/ Lebih Bayar

Maret 13/4/2025 Rp 11.721

April 7/5/2025 Rp 63.073
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Gambar 4. 7 SPTMasa PPNMaret
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Sumber : CV Charisma 2025

Gambar 4. 8 SPTMasa PPNApril
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Sumber : CV Charisma

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1Analsis Impelementasi Pengakuan PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pengakuan PPN

yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan Peraturan yang

berlaku, pengakuan PPN pada saat terjadi penyerahan jasa kepada pelanggan dan

denti faktur pajak elektronik (e-Faktur) diterbitkan. Salah satu contohnya terjadi pada

tanggal 31 Maret 2025, saat CV Charisma menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja

kepada PT DNX Indonesia senilai Rp106.552, sebagaimana tertuang dalam Invoice

No. INV-0325/DNX dan e-Faktur No. 010.0025.0000001. Dalam praktiknya, dentic an

mencatat pendapatan jasa dan PPN keluaran pada tanggal yang sama, menunjukkan

penerapan basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan kewajiban PPN . CV

Charisma melakukan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 11 ayat (1)

UU No. 42 Tahun 2009 “PPN terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha

Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

4.3.2 Analaisis Implementasi Pengukuran PPN CV Charisma

Berdasarkan analaisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa

Pengukuran PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku, Dalam transaksi tanggal 31 Maret 2025, CV Charisma

menagih PT DNX Indonesia sebesar Rp106.552, sebagaimana tertuang dalam Invoice

No. INV-0325/DNX. Berdasarkan metode nilai lain:

DPP = 11/12×Rp106.552

=Rp97.675

PPN = 12% × Rp97.675

= Rp11.721
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Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam PMK No. 131 Tahun 2024, untuk

penyediaan jasa tertentu (termasuk tenaga kerja), nilai kontrak jasa dianggap sudah

termasuk PPN, dan DPP ditentukan sebesar 11/12 dari total nilai tagihan. Sedangkan

tarif PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2025 adalah 12%, sebagaimana diatur dalam

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut

perhitungannya :

DPP = 11/12 × Nilai Kontrak

=11/12×Rp106.552

=Rp97.675

PPN =12%×Rp97.675

=Rp11.721

Total tagihan = DPP + PPN

= Rp97.675 + Rp11.721

= Rp109.396

Perhitungan yang dilakukan oleh CV Charisma telah sesuai baik dari sisi

metode maupun tarif. DPP dan PPN yang dihitung sesuai dengan ketentuan yang

seharusnya, karena metode nilai lain memperbolehkan penghitungan dari nilai bruto.

Hal ini ditunjukkan dengan konsistensi angka antara invoice, e-Faktur, dan jurnal

akuntansi

4.3.3Analisis Implementasi Pencatatan PPN CV Charisma

Berdasarkan analaisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa

Pencatatan PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pada saat terjadi transaksi penjualan jasa bulan Maret dan

April CV Charisma mencatat jurnal akuntansi sebagi berikut :

Tabel 4. 11Jurnal Penjualan Secara Tunai 1April 2025

Keterangan Debet Kredit

Kas/Bank 828.622

Pendapatan Jasa Rp 816.901

Pajak Keluaran Rp 11.721

Sumber : CV Charisma 2025
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Tabel 4. 12 Jurnal Penjualan Secara Tunai 1April 2025

Keterangan Debet Kredit

Kas/Bank Rp 4.459.084

Penjualan Rp 4.396.001

Pajak Keluaran Rp 63.073

Sumber : CV Charisma 2025

Dari jurnal ini dapat dilihat bahwa perusahaan memisahkan pendapatan
bersih dan PPN Keluaran. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 23, di mana PPN bukan
bagian dari pendapatan perusahaan, melainkan merupakan kewajiban yang harus
disetorkan ke negara. Namun demikian, terdapat kesalahan pencatatan pada saat
pembayaran PPN bulan Maret dan April 2025. Berdasarkan jurnal PPN Kurang
bayar yang dicatat pada bulan Maret dan April 2025 pencatatan yang dilakukan
oleh CV Charisma sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan Maret

Keterangan Debit Kredit

PPN Keluaran Rp 11.721

Hutang Pajak Rp 11.721

Kas/Bank Rp 11.721

Sumber: CV Charisma (2025)

Tabel 4. 14 Jurnal PPN Kurang Bayar Bulan April

Keterangan Debit Kredit

PPN Keluaran Rp 63.073

Hutang Pajak Rp 63.073
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Kas/Bank Rp 63.073

Sumber: CV Charisma (2025)

Dalam jurnal pengakuan PPN Terutang dan saaat pembayaran ke kas negara ,
pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh CV Charisma sebagai berikut :

a. Saat Pengakuan PPN Terutang Bulan Maret

Tabel 4. 15 Jurnal PPN Kurang Bayar Maret

Keterangan Debit Kredit

PPN Keluaran Rp 11.721

Utang Pajak Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

b. Saat Penytoran Ke kas negara Bulan Maret

Tabel 4. 16 Jurnal Saat Pembayaran PPNMaret

Keterangan Debit Kredit

Utang Pajak Rp 11.721

Kas/Bank Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

a. Saat Pengakuan PPN Terutang Bulan April

Tabel 4. 17 Jurnal Kurang Bayar April

Keterangan Debit Kredit

PPN Keluaran Rp 11.721

Utang Pajak Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

b. Saat Penytoran Ke kas negara Bulan April

Tabel 4. 18 Junal Saat Pembayaran April
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Keterangan Debit Kredit

Utang Pajak Rp 11.721

Kas/ Bank Rp. 11.721

Sumber : Data Olahan

Pencatatan jurnal yang benar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.15 hingga
Tabel 4.18 disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, hususnya Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa PPN
terutang saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
dilakukan, yang dibuktikan dengan penerbitan faktur pajak. Oleh karena itu, pada
saat terjadi transaksi, perusahaan wajib mencatat PPN Keluaran sebagai utang pajak,
bukan sebagai pengeluaran kas secara langsung. serta sejalan dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum berdasarkan PSAK No. 23, yang mengharuskan
entitas mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan saat
kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, pada saat penjualan terjadi, CV
Charisma seharusnya mencatat akun PPN Keluaran (debit) dan Utang Pajak (kredit).
Kemudian, saat dilakukan penyetoran ke kas negara, barulah akun Utang Pajak
didebit dan Kas/Bank dikredit. Dalam hal ini, pada saat timbulnya kewajiban PPN,
perusahaan wajib mengakui PPN Keluaran sebagai utang pajak (liabilitas), bukan
langsung mengurangkan kas atau bank. Kemudian, ketika dilakukan pembayaran
atau penyetoran ke kas negara, barulah akun utang pajak dikurangi (debit) dan kas
atau bank dikredit.

4.3.4 Analaisis Implementasi Penyajian PPN CV Charisma

Berdasarkan analaisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa
Penyajian PPN yang di implementasikan oleh CV Charisma telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, CV Charisma menyajikan akun PPN Keluaran dalam
laporan posisi keuangan sebagai kewajiban jangka pendek (liabilitas lancar). Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa seluruh
kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari
12 bulan sejak akhir periode pelaporan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas
jangka pendek (utang lancar). Karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan
kewajiban yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak dalam periode bulanan
atau paling lambat setiap akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka
utang PPN yang timbul akibat penyerahan barang atau jasa harus diakui dan
disajikan sebagai utang lancar dalam laporan keuangan.
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4.3.5Analisis Implementasi Penyetoran PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai Maret sampai April 2025 telah dilakukan oleh CV
Charisma yaitu pada bulan Maret penyetoran dilakukan pada tanggal 13 April 2025
dan pada bulan April penyetoran dilakukan pada tanggal 7 mei 2025 sebelum tanggal
jatuh tempo yaitu paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir

4.3.6 Analisis Implementasi Pelaporan PPN CV Charisma

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa

CV Charisma telah memenuhi kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai

dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah menunjukkan telah

melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Pasal 15A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yang mengharuskan SPT

Masa PPN disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pelaporan perpajakan ini mencerminkan

komitmen CV Charisma dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang

bertanggung jawab. Pelaksanaan pelaporan yang tepat waktu menunjukkan

efektivitas sistem administrasi perpajakan internal perusahaan.

4.4 Evaluasi

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dievaluasi bahwa implementasi

perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh CV Charisma secara umum

telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan dan

standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, masih

terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan:

1. Pengakuan PPN

Pengakuan PPN oleh CV Charisma telah dilaksanakan secara tepat, yaitu pada

saat terjadi penyerahan jasa dan diterbitkannya faktur pajak (e-Faktur). Hal ini

menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No.

42 Tahun 2009, serta menerapkan basis akrual dengan benar dalam pengakuan

pendapatan dan kewajiban pajak.

2. Pengukuran PPN
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CV Charisma telah menggunakan metode nilai lain dalam menghitung Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024, dengan tarif PPN

sebesar 12% sesuai UU No. 7 Tahun 2021. Perhitungan DPP dan PPN yang

ditunjukkan konsisten antara invoice, e-Faktur, dan jurnal menunjukkan ketelitian

dan kesesuaian dalam penerapan tarif dan metode pengukuran.

3. Pencatatan PPN (Subbab 4.3.3)

Meskipun secara umum pencatatan PPN telah dilakukan dengan memisahkan

pendapatan dan PPN keluaran sesuai PSAK No. 23, ditemukan adanya kesalahan

pada pencatatan jurnal PPN kurang bayar. CV Charisma sempat mencatat

pengurangan kas secara langsung pada saat pengakuan utang pajak, yang seharusnya

dicatat dalam dua tahap: pertama sebagai utang (liabilitas), dan kemudian

dikurangkan dari kas saat pelunasan. Hal ini telah dikoreksi dan dijelaskan dalam

jurnal yang seharusnya, yang mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 serta

PSAK No. 23 dan No. 1.

4. Penyajian PPN

Perusahaan telah menyajikan akun PPN Keluaran dalam laporan posisi

keuangan sebagai liabilitas jangka pendek, sesuai PSAK No. 1. Hal ini

mencerminkan bahwa perusahaan memahami klasifikasi kewajiban lancar dan

menerapkannya secara tepat dalam laporan keuangannya.

5. Penyetoran PPN (Subbab 4.3.5)

Penyetoran PPN oleh CV Charisma telah dilakukan sebelum jatuh tempo (13

April dan 7 Mei 2025), menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran dan

manajemen kas yang baik.

6. Pelaporan PPN

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan tepat waktu sesuai Pasal 15A UU No. 42

Tahun 2009. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pelaporan pajak perusahaan telah

berjalan dengan efektif, dan menunjukkan komitmen CV Charisma dalam memenuhi

kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak yang patuh.



44

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi perpajakan

terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Charisma, dapat disimpulkan bahwa

perusahaan telah melakukan pengakuan PPN Keluaran pada saat penyerahan jasa

kepada pelanggan dan saat penerbitan faktur pajak, sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang No. 42 Tahun 2009 bahwa PPN terutang saat penyerahan BKP/JKP atau saat

faktur diterbitkan, mana yang lebih dahulu. Dalam hal penghitungan, CV Charisma

menggunakan metode dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari

harga bruto yang dikalikan tarif 12%, sesuai PMK No. 131 Tahun 2024 dan UU No. 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, meskipun invoice masih

mencantumkan tarif 11% namun faktur pajak dan pelaporan telah menggunakan tarif

dan metode yang benar. Namun demikian, ditemukan kesalahan dalam pencatatan

jurnal PPN terutang pada bulan April 2025, di mana perusahaan langsung mendebit

akun PPN Keluaran saat penyetoran, padahal seharusnya dilakukan dalam dua tahap

yakni pengakuan utang dengan jurnal Debit PPN Keluaran dan Kredit Utang Pajak,

serta penyetoran dengan jurnal Debit Utang Pajak dan Kredit Kas/Bank. Kesalahan

pencatatan ini dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan. Selain itu, penyajian

PPN Keluaran dalam laporan keuangan hanya ditampilkan sebagai bagian dari total

utang pajak tanpa rincian, yang menunjukkan perlunya peningkatan transparansi
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sesuai PSAK 1. CV Charisma telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPN

melalui e-billing dan e-SPT tepat waktu, sesuai ketentuan pelaporan dalam UU No.

42 Tahun 2009.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atau rangkuman di atas, maka penulis memberikan

saran sebagai berikut :

1. CV Charisma disarankan untuk melakukan evaluasi dan koreksi atas jurnal

pencatatan pembayaran pajak agar sesuai dengan standar akuntansi

perpajakan

2. CV Charisma juga diharapkan untuk terus mempertahankan ketepatan waktu

dalam penyetoran dan pelaporan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan dan

akurasi keuangan perusahaan.

3. Mengingat sering terjadinya perubahan atas peraturan pelaksanaan UU

Perpajakan maka hendaknya CV Charisma dapat mengikutkan karyawannya

seminar perpajakn, sehingga karywan tersebut dapat menghitung dan

melaporkan pajak dengan baik dan benar
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